
BABI 

PENDAHULUAN 

Dasar hukum pclaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan 

\.1ahkamah Agung RI. No. I I ahun 2008 (PERMA No. I Th. 2008) tcntang 

Prosedur Mediasi di Pcngadilan yang merupakan hasil revisi dari pcraturan 

:o>.tahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA "lo. 2 Th. 2003), dimana dalam 

PERMA Ko. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kclemahan 

Normatif yang mcmbuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal )ang 

diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangnn hal..im tcntang 

pennasalahan-pennasalahan dalam PERMA tersebut. 

Mahkamah Agung RI mewajibkan para pihak menempuh mcdiasi scbclum 

perbra diputuskan oleh hakim diuraikao dilatar belakangi oleh beberapa alasan

ala.an sebagai berikut : 

I. Pertama, pro:;cs med iasi diharapkan dapat mcngatasi masalah 

penumpukan perkara. Jika para pihak dapat penyelesaian sendiri <;cngketa 

tanpa harus diadili oleh hakim. jumlah perkara yang harus diperiklia oleh 

hakim akan berkurang puln. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui 

perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi 

karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, 

sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya huk'llm. Sebaliknya, jika 

perlwa oleh hakim, maka putusan merupakao hasil dari pandangan dan 

penilaian hakim tcrhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. 

pandangan dan pcnilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan 
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para pihak. terutama pihak yang kalah. sehingga pihak yang kalah <;elalu 

menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhimya semua 

perkara bennuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya 

penumpukan perkara. 

2. Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyclesaian scngketa yang 

lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. di Indonesia 

memang belum ada penelitian )ang membuktikan osumsi bahwa mcdiosi 

merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. 

Akan tetapi, jika dida.'i81'kan pada logika sepeni )'ang telah diuraikan pada 

alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihal.. )'ang kalah seringkali 

mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi. sehingga mcmbuat 

penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat mcmakon waktu 

bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama 

hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya. jika 

perkara dapat disele:.aikan dcngan perdamaian. maka para pihak dengan 

sendirinya dapat mcnerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja 

mereka yang menccnninkan kehendak para pihak. Selain logika seperti 

}ang telah diuraikan sebelumnya. literature memang sering menycbutkan 

bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyclesaian yang 

termasuk ke dalam pengertian alternative dispute resolution (ADR) 

merupakan proses pen)'elesaian sengketa yang lebih cepat dan murah 

dibandingkan proses litigasi. 

l Keti�'ll. mediasi dihan!pkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk 

memperoleh rasa J..eadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapal dipcroleh 
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